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Tema utama penelitian ini adalah mengkaji signifikansi resistensi dan persistensi modal budaya (cultural capital) dalam pembangunan dan ketatalaksanaan pengelolaan irigasi milik bersama dengan cara privatisasi berjangka oleh Kelompok petani Karya Mandiri. Fenomena sosial ini sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat, pertama, menurut adat Minangkabau sumberdaya milik bersama (Commons property resources/CPRs) seperti tanah, air, hutan, suku dan sako adalah adalah harta pusaka. Ia milik komunal yang didistribusikan kepada para anggotanya dengan sistem ganggam bauntuak (hak guna) (Naim, 1968, 1984,1990; Beckman, 1979; Navis, 1984; Reenen, 1996; Biezeveld, 2000;  Alfiandi, 2002; Afrizal, 2004). Dengan UUD’45, berikut turunannya, privatisasi (berjangka) oleh masyarakat lokal pun tidak dikenal. Kedua, sejak kebijakan revolusi hijau 1970-an dilaksanakan untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada beras, pemerintah mengambil alih sistem pengairan (irigasi) yang semula telah diupayakan oleh petani (masyarakat lokal). Pola pembangunan yang hegemoni ini lantas melumpuhkan  lembaga sosial dan struktur sosial yang melekat dalam organisasi pengelolaan irigasi tradisional (Ambler, 1984; Pasandaran, 2002). Disamping itu, juga  menghabiskan biaya yang besar, pertama, untuk membangun ± 6,5  juta Ha irigasi, pemerintah telah mengeluarkan dana ± 7 Milyar US Dollar (Burn, 1990; World Bank, 1997; ADB report, 1998, Sjarief, 2006) Kedua, menuntut biaya OP/OM rutin yang tidak pula sedikit pertahunnya. Dibutuhkan dana Rp. 75.000 s/d 125.000 per Ha untuk operasi dan perawatan (OP/OM) (PU Pengairan, 2000). Jika diambil mediannya, maka rata-rata dibutuhkan Rp.100.000 per Ha setahunnya untuk OP. Jika dikali jumlah seluruh irigasi diatas, maka setidaknya pemerintah mengeluarkan dana OP per tahun ± Rp.650 Milyar. Dana ini belum termasuk rehabilitasi, yang juga rutin setidaknya per 5 tahunnya. Untuk rehabilitasi, dibutuhkan dana ± 500 US Dollar per Hektarnya. Berapa biaya Rehabilitasi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk per lima tahunan? Bandingkan dengan kondisi keuangan Negara saat ini. Ini jelas tidak efisien. Pada hal, tanggung jawab OP dan Rehabilitasi dapat diserahkan kepada Petani.
Hasil penelitian dengan metode pengamatan terlibat, wawancara dan diskusi kelompok terfokus, menyimpulkan petani mampu melakukan survey, identification, mendesain, membangun, mengoperasikan dan merawat bendung dan jaringan irigasinya secara mandiri, tanpa bantuan pemerintah dan pihak lain. Keberhasilan ini pada mulanya  disebabkan karena resistansi modal budaya.  Adapun indicator modal budaya adalah, kemampuan merajut institusi (Ostrom,1992), mengembangkan partisipasi setara (Putnam, 1993; Oakley, 1992; Uphoff,1988; Korten, 1987), menumbuhkan sikap saling percaya (Fukuyama, 1995), dan kemampuan membangun institusi baru (Berkes, 2002). Namun, temuan penelitian ini mengidentifikasi persistensi modal budaya ketika bantuan pemerintah diberikan pada kelompok Karya Mandiri, setidaknya 5 tahun belakangan. 
� Penelitian dibiayai melalui hibah bersaing, tahun Anggaran 2008 s.d. 2009 Rp.90 juta.





